BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS DALAM IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Menimbang :

Mengingat

a.

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa bangunan harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan
sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan
administratif dan teknis;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal
20, dan Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo,
perlu mengatur tata cara Pemberian Rekomendasi Teknis dalam
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan:

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004
tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2004 Nomor 46);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Ruang Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 157);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010
tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
REKOMENDASI TEKNIS DALAM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF).

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharijo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharijo.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharijo.

4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.



5. Rekomendasi teknis adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang
berwenang yang menyatakan bahwa dokumen rencana teknis
telah memenuhi persyaratan teknis.

6. Pengesahan dokumen rencana teknis adalah pernyataan hukum
dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang
serta stempel atau cap resmi yang menyatakan bahwa dokumen
rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis.

7. lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon
untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar
dalam rangka melestarikan bangunan sesuai persyaratan
administratif dan persyaratan teknis.

8. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah
sertifikat yang menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan secara
administratif maupun teknis, sebelum dimanfaatkan.

9. Dokumen rencana teknis adalah gambar rencana/arsitektur
bangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas,
perhitungan struktur bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih)
dan/atau bangunan dengan bentang struktur lebih dari enam (6)
meter disertai hasil penyelidikan tanah apabila menurut
pertimbangan teknis diperlukan dan/atau surat pernyataan bahwa
struktur aman/kuat, dan perhitungan utilitas bagi bangunan gedung
bukan hunian rumah tinggal.

BAB Il
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata
bangunan yang serasi selaras dengan lingkungannya; dan

b.mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin
keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan keindahan.

(2) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi tata cara dalam
pemberian rekomendasi teknis dalam lzin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

BAB IlI
REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 3

(1) Setiap pengajuan permohonan lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
wajib mendapatkan rekomendasi teknis.



(@)

Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Kepala DPU melalui pengajuan permohonan
rekomendasi teknis.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2)
permohonan rekomendasi teknis yang diajukan pemohon kepada
Kepala DPU dilakukan penelitian permohonan.

Kepala DPU dalam proses penelitian permohonan rekomendasi
teknis dapat melibatkan unsur-unsur yang terkait di dalam maupun
di luar DPU sesuai dengan kebutuhan atau klasifikasi
bangunannya.

Hasil penelitian permohonan rekomendasi teknis dituangkan
dalam berita acara penelitian permohonan rekomendasi teknis,
dengan format berita acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran
| Peraturan Bupati ini.

Kepala DPU memberikan rekomendasi teknis dan pengesahan
dokumen rencana teknis terhadap permohonan rekomendasi
teknis yang berdasarkan berita acara penelitiannya dinyatakan
layak.

Format rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan permohonan rekomendasi teknis bagi bangunan baru
adalah:

a. surat permohonan rekomendasi teknis dengan format
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini;

b. fotokopi sertifikat tanah, 1 (satu) lembar;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pemilik
tanah, masing-masing 1 (satu) lembar;

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penyedia jasa
perencanaan, berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
penggambar dan penghitung stuktur bangunan apabila gambar
dan perhitungan struktur bangunan dibuat oleh penyedia jasa
perencanaan perorangan atau fotocopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) penanggung jawab penyedia jasa perencanaan apabila
gambar dan perhitungan struktur bangunan dibuat oleh
penyedia jasa perencanaan yang berbadan hukum, masing-
masing 1 (satu) lembar;

e. surat persetujuan tetangga dengan format sebagaimana
tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, 3 (tiga)
lembar, asli 1 (satu) lembar dan fotokopi 2 (dua) lembar;

f. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan kebenaran
dokumen, dengan format sebagaimana tersebut dalam
Lampiran VIl Peraturan Bupati ini, 3 (tiga) lembar, asli 1 (satu)
lembar dan fotokopi 2 (dua) lembar;



g.

K.

gambar rencana/arsitektur bangunan, yang terdiri dari gambar
denah, gambar tampak depan dan samping, gambar potongan
melintang dan membujur, gambar situasi dan gambar-gambar
lainnya yang menurut pertimbangan teknis diperlukan, masing-
masing 3 (tiga) lembar;

. gambar sistem struktur, 3 (tiga) lembar;
. gambar sistem utilitas, 3 (tiga) lembar;
. perhitungan struktur bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih

dan/atau bangunan dengan bentang struktur lebih dari 6 (enam)
meter disertai hasil penyelidikan tanah apabila menurut
pertimbangan teknis diperlukan dan/atau surat pernyataan
struktur aman/kuat bagi bangunan yang menggunakan
perhitungan struktur yang tidak lazim atau belum dibakukan
atau struktur yang dibuat pabrik (misalnya konstruksi atap baja
ringan), dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran
VI Peraturan Bupati ini, masing-masing 3 (tiga) lembar, asli 1
(satu) lembar dan fotokopi 2 (dua) lembar; dan

perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah
tinggal, 3 (tiga) lembar;

Persyaratan permohonan rekomendasi teknis bagi bangunan lama
sekurang-kurangnya terdiri atas:

a.

surat permohonan rekomendasi teknis dengan format
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill Peraturan Bupati ini;

. fotokopi sertifikat tanah, 1 (satu) lembar;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pemilik
tanah, masing-masing 1 (satu) lembar;

. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penyedia jasa

perencanaan, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
penggambar bangunan apabila gambar bangunan dibuat oleh
penyedia jasa perencanaan perorangan atau fotocopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab penyedia jasa
perencanaan apabila gambar bangunan dibuat oleh penyedia
jasa perencanaan yang berbadan hukum, 1 (satu) lembar;

. surat persetujuan tetangga dengan format sebagaimana

tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, 3 (tiga)
lembar, asli 1 (satu) lembar dan fotokopi 2 (dua) lembar;

surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan kebenaran
dokumen, dengan format sebagaimana tersebut dalam
Lampiran VII Peraturan Bupati ini, 3 (tiga) lembar , asli 1 (satu)
lembar dan fotokopi 2 (dua) lembar;

. gambar denah, gambar tampak depan dan samping, dan

gambar situasi, masing-masing 3 (tiga) lembar; dan

. surat pernyataan struktur aman/kuat, dengan format

sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini,
3 (tiga) lembar, asli 1 (satu) lembar dan fotokopi 2 (dua) lembar.

Ketentuan gambar, perhitungan struktur dan perhitungan utilitas
sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf
j dan huruf k disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.



(4) Apabila surat persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e tidak bisa didapat karena
tetangga yang bersangkutan tidak mau memberikan persetujuan
dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut
hukum dan/atau pemilik tanah/pekarangan/persil tidak jelas
alamatnya, surat persetujuan tetangga dapat diganti dengan surat
pernyataan pemohon yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW
dan Kepala Desa/Kelurahan, dengan format sebagaimana tersebut
dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 5

(1) Setiap pemilik bangunan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku
dipersyaratkan SLF, sebelum memanfaatkan bangunannya wajib
memiliki SLF.

(2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala
DPU atas nama Bupati.

(3) Permohonan SLF diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada
Bupati melalui Kepala DPU dengan format surat permohonan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Permohonan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. fotokopi IMB dan Ilampirannya (gambar rencana/arsitektur
bangunan meliputi gambar denah, gambar tampak depan dan
samping, gambar potongan melintang dan membujur dan gambar
situasi, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitungan
struktur, perhitungan utilitas, surat pernyataan bahwa struktur
kuat/aman, dan lainnya sesuai lampiran IMB);

b. as built drawings;

c. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan dengan
format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bupati
ini dan daftar simak dengan format sebagaimana tersebut dalam
Lampiran X Peraturan Bupati ini; dan

d. fotokopi sertifikasi penyedia jasa pengawas/Manajemen Konstruksi
(MK), apabila pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan dilakukan
oleh penyedia jasa pengawas/Manajemen Konstruksi (MK).



Pasal 7

(1) SLF wajib diperpanjang sebelum berakhir masa berlakunya.

(2) Permohonan perpanjangan SLF paling lambat 60 (enam puluh) hari
kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir.

(3) Permohonan  perpanjangan  SLF  dilengkapi  persyaratan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ditambah fotokopi SLF yang
akan diperpanjang.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 Nopember 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Juli 2011

BUPATI SUKOHARJO

Diundangkan di Sukoharjo ttd

pada tanggal 30 Juli 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH WARDOYO WIJAYA
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,
ttd
AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 260



